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ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya perbedaan
pertimbangan hukum antar tingkat peradilan dalam menentukan pembagian harta
bersama, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan
bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa
harta gono-gini pasca perceraian dengan pendekatan filosofis normatif melalui studi
terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014, serta menilai
kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (library research) dengan sifat
deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan sumber utama
berupa putusan Mahkamah Agung, serta didukung oleh peraturan perundang-
undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur figih. Kerangka teoretik pada
penelitian ini didasarkan pada teori keadilan Aristoteles dan teori magasid al-
syari‘ah dari Jasser Auda. Analisis data dilakukan secara kualitatif induktif yang
mengkaji masalah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dan
berupaya untuk memberikan analisis terhadap putusan tersebut dalam mengatur
harta gono-gini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tidak
hanya berpedoman pada ketentuan normatif pembagian harta secara setengah-
setengah, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif berdasarkan
kontribusi para pihak selama perkawinan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip
keadilan distributif dan keadilan korektif Aristoteles serta konsep kemaslahatan
dalam magqasid al-syart‘ah, khususnya dalam menjaga harta (kifz al-mal) dan
menjaga keturunan (kifz al-nasl). Dengan demikian, putusan tersebut
mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam
mewujudkan keadilan yang proporsional.

Kata Kunci: Harta gono-gini, perceraian, Mahkamah Agung, Putusan Nomor 82
K/Ag/2014



ABSTRACT

The background of this research is based on the continuing differences in legal
considerations among judicial levels in determining the distribution of marital
property, which have the potential to create legal uncertainty and injustice for the
parties involved. This study aims to analyze the resolution of joint property disputes
after divorce through a normative philosophical approach by examining Supreme
Court Decision Number 82 K/Ag/2014, as well as to assess its conformity with
Islamic law and positive law in Indonesia.

This research is a library research study with a descriptive-analytical nature. The
data were obtained through literature study, with the primary source being the
Supreme Court decision, supported by statutory regulations, the Compilation of
Islamic Law, and figh literature. The theoretical framework of this research is based
on Aristotle’s theory of justice and Jasser Auda’s theory of magasid al-syari‘ah.
The data analysis was conducted using an inductive qualitative method by
examining the issues contained in Supreme Court Decision Number 82 K/Ag/2014
and providing an analysis of the decision in regulating the distribution of joint
marital property.

The results of the study indicate that the Supreme Court, in its decision, did not
merely rely on the normative provision of equal distribution of property, but also
considered aspects of substantive justice based on the contributions of the parties
during the marriage. This approach is in line with Aristotle’s principles of
distributive justice and corrective justice, as well as the concept of public benefit in
magqasid al-syari ‘ah, particularly in the protection of property (kifz al-mal) and the
protection of lineage (kifz al-nasl). Therefore, the decision reflects an effort to
harmonize Islamic law and positive law in achieving proportional justice.

Keywords: marital property, divorce, Supreme Court, Decision Number 82
K/Ag/2014
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan

tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau disebut dengan transliterasi

Arab-Latin. Pedoman transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang

digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama | Huruf Latin Keterangan
\ Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
- Ha? H ha (delzjr;g\j,sl;}ht)itik di
z Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
D Ra’ R Er
J Zai Z zet
o Sin S Es
B Syin Sy es dan ye
Lo sad S es (debna?,?,g r;[)itik di




U Dad D de (dggjvr;rt]i)tik di
L Ta’ n te (det:];?v?/g ht;tik di
L 7’ 7 zet (dzggjj;h;itik di
& ‘Ayn ’ koma terbalik di atas
¢ Gayn G Fe

- Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

g Nun N En

3 Waw W We

° Ha’ H Ha

e Hamzah ’ Apostrof

¢ Ya Y Ye

B. Konsonan rangkap karea syaddah ditulis rangkap:

“

3334 Ditulis muta’addidah
e Ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Biladimatikan ditulis h
ks Ditulis Hikmah




ZXBEN Ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

BREMEEES Ditulis karamah al-auliya

3. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis h.

sl 58 Ditulis zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis I
Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
Fathah + Alif Qlala Ditulis a: jahiliyah
Fathah + ya’ mati (ol Ditulis a: tansa
Kasrah + ya’ mati S Ditulis i: karim
Dammah + wawu mati | (358 Ditulis a: furud
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F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati

A Ditulis

ai: “bainakum”

Fathah wawu mati

Js Ditulis

au: “qaul”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

3073
e

Al Ditulis a’antum
el Ditulis u’iddat
2558 il Ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif-Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah
RIS Ditulis al-qur’an
Ol Ditulis al-giyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

sl

Ditulis as-sama’
il Ditulis asy-syams
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
o= 3080 (s 50 Ditulis Zawi al-Furud
AL Jal Ditulis Ahl as-Sunnah
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J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al- Qur’an, hadis, shalat, zakat,
mazhab.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al- Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa harta gono-gini di Indonesia menjadi isu yang terus relevan
seiring dengan meningkatnya jumlah perceraian setiap tahunnya. Apabila
perceraian terjadi sudah dapat dipastikan akan menimbulkan dampak hukum dan
dampak sosial. Dampak hukumnya akan mengakibatkan putusnya ikatan
perkawinan yang sah menurut undang-undang pernikahan, sedangkan dampak
sosialnya akan mengakibatkan konflik harta dan pastinya menimbulkan implikasi
hukum. Sebagaimana diketahui bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan
tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta
bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat
berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban suami
kepada istri.

Konsep dan istilah “gono-gini”’ sebenarnya diambil dari tradisi Jawa sebagai
anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu
ibu) istilah “gana-gini “ kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan
antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta
yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut

dengan harta “gono-gini”. Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal

! Zedi Muttaqin and Siti Urwatul Usqak, "Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus
Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri Di Pengadilan Agama Mataram", Civicus,
Vol. 8:2 (2020), hlm. 127.



istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa),
hareuta sihareukat dalam masyarakat Aceh, harta suarang di Minangkabau, guna
kaya di Bali, barang perpantangan di masyarakat Kalimantan, serta cakkara atau
bali reso dalam tradisi Bugis-Makassar, tetapi istilah gono-gini lebih populer dan
dikenal masyarakat baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam
pembendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.?

Dalam perkara sengketa harta gono-gini yang menjadi objek kajian
penelitian ini, para pihak merupakan pasangan suami istri yang telah resmi bercerai
dan kemudian bersengketa mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh
selama masa perkawinan. Sengketa tersebut pada awalnya diajukan oleh salah satu
pihak ke Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama yang berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi umat
Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006. Dalam pemeriksaan tingkat pertama, majelis hakim
Pengadilan Agama memeriksa pokok perkara, mengidentifikasi objek harta
bersama, serta mempertimbangkan dasar hukum pembagian harta gono-gini
berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Namun demikian, putusan Pengadilan Agama tersebut tidak sepenuhnya
diterima oleh salah satu pihak, sehingga perkara dilanjutkan melalui upaya hukum

banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pada tingkat banding,

2 Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan
Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", YURIDIKA, Vol. 28:1 (2013), hlm. 650.



Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melakukan pemeriksaan ulang terhadap
pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama, khususnya terkait
penentuan status harta bersama dan proporsi pembagiannya. Pemeriksaan pada
tingkat banding ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian hukum terhadap
fakta-fakta perkara dan penerapan norma hukum, yang mencerminkan masih
terbukanya ruang perdebatan dalam praktik peradilan terkait konsep keadilan dan
kepastian hukum dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian.

Salah satu pihsk masih merasa dirugikan oleh putusan Pengadilan Tinggi
Agama Yogyakarta, kemudian mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan
Nomor 82 K/Ag/2014 memberikan pertimbangan hukum yang bersifat final dan
mengikat, sekaligus menjadi bentuk pengawasan tertinggi terhadap penerapan
hukum oleh pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut
tidak hanya menilai aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip
keadilan substantif dalam pembagian harta gono-gini, dengan tetap berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam, serta asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 menjadi penting untuk
dikaji secara akademik karena menggambarkan dinamika penyelesaian sengketa
harta gono-gini yang berjenjang dari Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung,

serta menunjukkan bagaimana perbedaan pertimbangan hukum di setiap tingkat



peradilan akhirnya disatukan melalui putusan kasasi. Oleh karena itu, kajian
terhadap putusan ini tidak hanya relevan untuk memahami penerapan hukum positif
dan hukum Islam dalam pembagian harta bersama, tetapi juga penting untuk
menilai sejaun mana Mahkamah Agung menjalankan fungsinya dalam
mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang
bersengketa.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh berbagai lembaga, kasus perceraian
sering kali disertai sengketa mengenai pembagian harta bersama atau harta gono-
gini. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan, khususnya
Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia, dalam
memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Secara normatif, pembagian harta gono-gini telah diatur dalam sejumlah
instrumen hukum di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI) bagi pasangan muslim. Aturan ini memberikan dasar bagi
pengadilan dalam memutuskan pembagian harta berdasarkan status hukum, agama,
dan perjanjian pranikah yang disepakati oleh pasangan. Namun, dalam praktiknya,
penyelesaian sengketa harta gono-gini sering kali menghadapi berbagai kendala.®

Salah satu permasalahan utama adalah interpretasi hukum yang berbeda
oleh lembaga peradilan di tingkat pertama dan tingkat banding, yang kemudian

berujung pada kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Selain itu,

3 Bernadus Nagara, “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Lex Crimen Vol. 5:7 (2016), hlm. 52.



kurangnya dokumentasi yang jelas mengenai kepemilikan harta, ketidakhadiran
perjanjian pranikah, serta bias gender sering kali memengaruhi proses pengambilan
keputusan. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memberikan pedoman
kepada pengadilan di tingkat bawah melalui putusan-putusan yang mengikat.

Di Kabupaten Sleman, fenomena perceraian dan sengketa harta gono-gini
semakin meningkat dengan adanya perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.
Banyak pasangan yang bercerai tidak mengetahui hak-hak mereka terkait
pembagian harta bersama, sehingga sering kali terjadi ketidakadilan. Pengadilan
Agama menjadi salah satu lembaga yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk
menyelesaikan sengketa ini. Proses hukum di Pengadilan Agama diharapkan
mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya,
putusan yang dihasilkan tidak jarang masih menimbulkan ketidakpuasan dan
memicu sengketa lanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk
mengevaluasi proses penyelesaian sengketa harta gono-gini di Pengadilan Agama.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Putusan
Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian
sengketa harta gono-gini di Kabupaten Sleman.

Urgensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 semakin terlihat
karena perkara ini melalui proses peradilan yang berjenjang, mulai dari Pengadilan
Agama sebagai peradilan tingkat pertama, dilanjutkan dengan banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hingga akhirnya diputus pada tingkat kasasi
olen Mahkamah Agung. Perbedaan putusan dan pertimbangan hukum antara

pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding menunjukkan adanya



ketidakseragaman penerapan hukum dalam pembagian harta gono-gini. Kondisi ini
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan,
khususnya bagi pihak yang berperkara dalam sengketa harta bersama pasca
perceraian.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa harta gono-gini ini
memerlukan analisis yang komprehensif baik dari perspektif hukum Islam maupun
yuridis untuk memastikan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.
Analisis hukum Islam diperlukan karena hukum Islam menjadi landasan materiil
dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur
dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
di bidang perkawinan.

Dalam konteks harta gono-gini, konsep syirkah atau persekutuan dalam
fikih mu‘amalah menjadi rujukan penting untuk mengkaji pembagian harta
bersama, di mana terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hak suami dan istri
atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Sementara itu, analisis yuridis
diperlukan untuk mengevaluasi apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 35 dan 37
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Pasal 85-97 yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus memenuhi aspek legalitas,



keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan
bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis meneliti dengan 2
rumusan masalah yaitu :
1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Mahkamah
Agung nomor 82 K/Ag/2014 dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini?
2. Bagaimana analisis teori keadilan Aristoteles dan analisis teori magasid al-
syart‘ah terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung

tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penelitian yang penulis lakukan

bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan
Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini.

2. Memberikan analisis teori keadilan Aristoteles dan teori magasid al-syari‘ah
atas dasar dan pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung

tentang sengketa harta gono gini.

4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian

ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti

berikut:

1.

Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, memberikan kontribusi ilmiah dalam
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam
dan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait relevansi teori keadilan
dan teori kepastian hukum terhadap masalah yang ada pada putusan Mahkamah
Agung Nomor 82 K/Ag/2014. Selain itu, penelitian ini dapat menambah
wawasan tentang implementasi putusan pengadilan, khususnya terkait
sengketa harta gono-gini, dan memberikan referensi tambahan dalam kajian
hukum keluarga serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini
dapat menjadi bahan tambahan dalam literatur hukum di bidang keperdataan
dan hukum keluarga, yang berguna bagi akademisi dan peneliti hukum.
Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
kepada masyarakat terlebih khususnya kepada pasangan suami istri mengenai
putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 terkait sengketa harta gono-
gini khususnya pasca perceraian. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat
diharapkan mampu lebih bijak dalam memahami hak dan kewajiban terkait
harta bersama selama pernikahan, serta mengetahui langkah-langkah yang

tepat dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini.



Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman atau
acuan bagi para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan mediator, dalam
menangani kasus sengketa harta gono-gini secara lebih profesional dan efektif.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan
kualitas penyelesaian sengketa harta gono-gini di tingkat pengadilan maupun di
masyarakat luas, serta memberikan dampak positif dalam mewujudkan keadilan

hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.

. Telaah Pustaka

Permasalahan terkait pembagian harta bersama atau harta gono gini ini
adalah salah satu topik yang kerap menjadi bahan kajian dalam studi hukum
keluarga Islam. Topik ini telah banyak dibahas dalam berbagai bentuk publikasi
akademik, termasuk buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Namun mengingat agar
tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan skripsi yang lainnya seperti yang pernah
ditulis oleh:

Pertama, Saudara Adi Gunawan dengan judul “Mencari Keadilan Sengketa
harta Gono-Gini (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”.> Pokok
kajian dalam jurnalnya ini menjelaskan tentang menelaah bagaimana hakim tidak
elalu menerapkan pembagian harta bersama secara sama rata sebagaimana
ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, melainkan mempertimbangkan

kontribusi nyata para pihak selama perkawinan, rasa keadilan, dan kepatutan. Dari

5 Adi Gunawan, “Mencari Keadilan Sengketa Harta Gono-Gini”, Jurnal Yustitia, Vol 18:1
(2017), hlm. 81-88.
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karya-karya yang ada, skripsi ini membahas gono gini dengan pendekatan
sosiologis. Oleh karena itu, penting untuk membahas karya Adi Gunawan
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan. Karya tersebut fokus
kepada asas keseimbangan kewajiban antara suami dan istri yang diatur dalam UU
perkawinan. Keadilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama, terutama setelah
perceraian, merupakan hal yang sangat penting dan kompleks. Keadilan tidak hanya
bergantung pada peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga harus
mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
Berbeda dengan karya Adi Gunawan, skripsi ini fokus pada pembahasan tentang
kasus sengketa harta gono gini dari Pengadilan Agama hingga ke Mahkamah
Agung.

Kedua, Saudari Hanifah Salma Muhammad “Analisis Yuridis Pembagian
Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan”.8 Kajian
dalam jurnal ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam mewujudkan
keadilan substantif, terutama ketika istri memiliki peran dominan dalam
pemenuhan ekonomi keluarga, sehingga pembagian harta bersama tidak selalu
dilakukan secara sama rata, melainkan proporsional sesuai kontribusi masing-
masing pihak.

Ketiga, Riza Mulia dalam jurnalnya yang berjudul “Marital Beslag Outside

Divorce Lawsuit in the Maqashid Syari’ah Perspective”’ membahas perlindungan

6 Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini berdasarkan
Kontribusi Suami Istri selama Perkawinan” Jurnal Restorasi Hukum, Vol. 5:2 (2022), hlm. 143-151.

" Riza Mulia, “Sita Marital di Luar Gugatan Perceraian dalam Perspektif Maqashid
Syari’ah” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4:2 (2020), hlm. 398-415.
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terhadap harta bersama dalam perkawinan melalui perspektif magasid al-syari‘ah.
Penelitian tersebut menitikberatkan pada tujuan penerapan sita marital dalam
menjaga hak-hak ekonomi keluarga dan perlindungan harta bersama agar tetap
memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa
penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi
juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan hukum dan kemaslahatan dalam
hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada
penggunaan perspektif magasid al-syari‘ah dalam menganalisis sengketa harta
bersama. Namun, penelitian ini berbeda karena secara khusus membahas dasar dan
pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82
K/Ag/2014 dengan menggunakan teori keadilan Aristoteles dan magasid al-
syart‘ah perspektif Jasser Auda sebagai pisau analisis utama.

Keempat, Saudara Saiful Anam “Intervensi dalam Perkara Harta Gono-Gini
(Studi Putusan Perkara Nomor: 323/Pdt.G/2005/PA Smn)”.8 Skripsi ini membahas
mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa harta gono-gini di Pengadilan
Agama Sleman serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.
Penelitian ini menitikberatkan pada aspek prosedural intervensi dalam hukum acara
perdata pada perkara harta bersama. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini
lebih memfokuskan pada analisis dasar dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah
Agung dalam Putusan Nomor 82 K/Ag/2014 serta relevansinya dengan teori

keadilan Aristoteles dan magasid al-syari ‘ah perspektif Jasser Auda.

8 Saiful Anam, “Intervensi dalam Perkara Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara Nomor
: 323/Pdt.G/2005/PA Smn)” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).
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Kelima, Saudara Maulvi Muhammad Ikhwan “Pembagian Harta Bersama
Pasca Perceraian dalam Perspektif Magashid al-Syari’ah dan Teori Keadilan (Studi
Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA Dmk dan 182/Pdt.G/2016/PTASmMQ)”.°
Skripsi ini membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian
berdasarkan perspektif magasid al-syari ‘ah dan teori keadilan. Penelitian tersebut
menekankan bahwa pembagian harta bersama tidak harus selalu dilakukan secara
sama rata, melainkan perlu mempertimbangkan fakta hukum, kontribusi para pihak,
kemaslahatan, dan rasa keadilan. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini
terletak pada penggunaan teori keadilan dan magasid al-syari‘ah dalam
menganalisis sengketa harta bersama pasca perceraian. Namun, penelitian ini
berbeda karena secara khusus berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Agung
Nomor 82 K/Ag/2014 dengan menggunakan teori keadilan Aristoteles dan magasid
al-syari‘ah perspektif Jasser Auda sebagai pisau analisis utama.

Keenam, Saudara Moh. Aqil Musthofa “Analisis Putusan Mahkamah
Agung Nomor 266 K/Ag/2010 tentang Pembagian Harta Gono-Gini” membahas
putusan Mahkamah Agung yang membagi harta bersama sebesar % untuk istri dan
Ya untuk suami, berbeda dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang
mengatur pembagian masing-masing setengah bagian. Penelitian ini menekankan
pada penemuan hukum oleh hakim, penerapan asas contra legem, serta paradigma
hukum progresif dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Persamaannya

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji sengketa harta

® Maulvi Muhammad Ikhwan, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam
Perspektif Maqashid al-Syari’ah dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA
Dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2016/PTA Smg)” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (2020).
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bersama pasca perceraian melalui analisis putusan Mahkamah Agung dan
menyoroti pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama. Adapun
perbedaannya, tesis tersebut berfokus pada analisis penemuan hukum hakim dan
hukum progresif dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010,
sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa harta gono-gini
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 yang dianalisis
menggunakan teori keadilan Aristoteles dan teori magqasid al-syari‘ah Jasser

Auda.1°

Kerangka Teoretik

Penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian merupakan isu
hukum yang penting dalam konteks perkawinan di Indonesia. Harta gono-gini, atau
harta bersama, adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan menjadi
subjek sengketa setelah perceraian. Dalam konteks hukum Indonesia, harta gono-
gini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal
35 ayat (1) menyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama
perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil setelah
terjadinya perceraian. Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta gono-gini
juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan panduan
mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam hal pembagian harta setelah

perceraian.

10 Moh. Aqil Musthofa, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010
tentang Pembagian Harta Bersama Suami Istri” 7esis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 menjadi titik fokus
penelitian ini karena mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan oleh
Mahkamah Agung dalam menangani kasus pembagian harta gono-gini. Putusan ini
tidak hanya berpengaruh pada kasus spesifik tetapi juga memberikan preseden bagi
pengadilan lain dalam menangani sengketa serupa. Implikasi dari putusan ini sangat
signifikan bagi praktik hukum di PA, PTAY, dan dapat dijadikan acuan bagi
pengadilan lainnya.

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam suatu penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Teori Keadilan (Aristoteles)

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang berpengaruh, mengembangkan
teori keadilan yang sangat mendalam dalam karyanya "Etika Nikomakea".
Dalam pandangannya, keadilan bukan hanya sekadar mematuhi hukum, tetapi
juga melibatkan etika dan moralitas.!* Aristoteles juga memandang bahwa
keadilan seharusnya diartikan dengan makna kesamaan, akan tetapi bagi
Avristoteles terdapat perbedaan yang sangat penting antara kesamaan numerik
dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik memberikan kesamaan bahwa
setiap manusia sebagai satu unit, misalnya semua warga adalah sama di depan

hukum. sedangkan kesamaan proporsional merupakan kesamaan yang

11 Mohammad Alvi Pratama dkk., "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles", Praxis:
Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1:2 (2024), hlm. 13-15.
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memberikan setiap orang berdasarkan haknya dan sesuai dengan kemampuan,
kontribusi dan prestasinya.*?

Menurut Aristoteles terdapat 2 macam keadilan, yaitu keadilan
distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam ranah
hukum public, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam ranah hukum perdata
dan pidana.®®

a. Keadilan Distributif: Ini berkaitan dengan distribusi kekayaan,
kehormatan, dan sumber daya dalam masyarakat. Aristoteles
berpendapat bahwa distribusi harus dilakukan berdasarkan proporsi
yang adil, di mana setiap individu menerima sesuai dengan kontribusi
dan prestasinya. Keadilan distributif menekankan bahwa tidak semua
orang harus menerima jumlah yang sama, tetapi harus sesuai dengan
nilai dan peran mereka dalam masyarakat.

b. Keadilan Korektif: Ini berfokus pada pemulihan keseimbangan ketika
terjadi ketidakadilan, seperti dalam kasus pelanggaran atau kerugian.
Keadilan korektif bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke posisi
semula, sehingga jika seseorang dirugikan, maka harus ada
pemulihan yang adil untuk mengatasi kerugian tersebut.

Secara keseluruhan, Aristoteles melihat keadilan sebagai inti dari

hukum dan etika, di mana keadilan harus dipahami dalam konteks kesamaan

12 Fyji Rahmadi, "TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE) Kajian dalam Perspektif
Filsafat Hukum Islam dan Barat", Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan,
Ekonomi Syariah, Vol. 10:1 (2018), hlm. 27-76.

13 Rommy Haryono dan Djojorahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan
Hakim di Peradilan Perdata", Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Vol. 5:1 (2019), hlm. 88-100.
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dan proporsionalitas, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya
sesuai dengan kontribusi dan situasi mereka.
2. Teori Magasid al-Syari’ah

Secara etimologis, istilah magasid al-syari ‘ah dibentuk dari perpaduan dua
elemen Kkata, yaitu magasid dan al-syari‘ah. magasid al-syart‘ah merupakan
bentuk plural dari magsid, yang mengandung arti kesengajaan atau sasaran.
Sementara itu, al-syari‘ah dalam pengertian bahasa diartikan sebagai jalur
menuju mata air, atau dapat pula dimaknai sebagai rute menuju sumber
kehidupan. Pada fase permulaan, al-syari‘ah dipandang sebagai al-nusis al-
mugaddasah yang berasal dari Al-Qur'an dan as-Sunnah dan sama sekali tidak
tersentuh oleh interpretasi akal manusia. Dalam bentuk murninya ini, al-
syart‘ah disebut sebagai al-farig al-mustagimah, yang isinya meliputi aspek
‘aqidah, ‘amaliah (ibadah), dan khulugiyyah (akhlak).**

Menurut Jasser Auda, agar syariat Islam dapat berperan secara optimal
dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia sekaligus mampu merespons
dinamika dan tantangan zaman agidah, maka ruang lingkup serta dimensi teori
magqasid yang selama ini berkembang dalam tradisi hukum Islam klasik perlu
diperluas. Jika sebelumnya lebih berfokus pada kepentingan individu, maka
pendekatan tersebut harus dikembangkan ke arah yang lebih luas, mencakup
kepentingan sosial, baik pada tingkat masyarakat maupun umat manusia secara

keseluruhan.

14 Asafari Jaya Bakri, Konsep Magashid Syariah menurut al-Syatibi, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996) hlm. 63.
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Imam al-Syatibi merumuskan bahwa tujuan fundamental syariat adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalii) dan menolak kerusakan
(dar’ al-mafasid) bagi manusia. Kemaslahatan ini diklasifikasikan ke dalam
tiga tingkatan: darariyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat
(tersier). Pada tingkat daruriyyat, terdapat lima prinsip dasar yang wajib
dipelihara, yakni agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-
nasl), dan harta (al-mal).

Dalam penelitian ini, penulis tidak menjadikan pemikiran Imam al-Syatibi
sebagai landasan teori utama. Meskipun demikian, penulis tetap menguraikan
konsep magqasid al-syari‘ah menurut Imam al-Syatibi sebagai bagian dari
kerangka konseptual guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
kepada pembaca mengenai perkembangan historis dan dasar-dasar klasik
magqasid al-syart‘ah. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat menelaah secara
lebih luas evolusi pemikiran magqgasid, dari paradigma klasik hingga
kontemporer.

Adapun teori yang secara substansial digunakan dalam penelitian ini
adalah magasid al-syari‘ah dalam perspektif Jasser Auda. Pemikiran Jasser
Auda dipilih karena menawarkan pendekatan sistem (systems approach) yang
lebih kontekstual, fleksibel, dan relevan dengan dinamika permasalahan hukum
kontemporer, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca
perceraian. Dengan demikian, penggunaan teori Jasser Auda dalam penelitian
ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih mendalam dan sesuai

dengan inti permasalahan yang dikaji.



18

Dalam konteks penyelesaian sengketa harta gono-gini pasca perceraian,
dua dari lima prinsip dharuriyyat yaitu hifz al-mal (pemeliharaan harta)
mempunyai Kketerkaitan erat, karena perlindungan harta bertujuan untuk
menjaga hak kepemilikan individual.*>

Adapun konsep #hifz al-mal yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan bagian dari magasid klasik yang kemudian dianalisis menggunakan
pendekatan sistem Jasser Auda. Dengan demikian, pemikiran Imam al-Syatibi
dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar konseptual magasid, sedangkan
teori utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian tetap
merujuk pada perspektif Jasser Auda.

a. Konsep Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta)

Hifz al-mal merupakan salah satu dari lima tujuan primer (al-
darariyyat al-khams) dalam magasid al-syari‘ah yang menekankan
pentingnya melindungi hak kepemilikan dan kekayaan manusia. Konsep ini
mencakup aspek akuisisi harta secara halal, pengelolaan yang bertanggung
jawab, distribusi yang adil, dan perlindungan dari pengambil alihan yang
tidak sah.'®

Dalam perspektif Jasser Auda, kifz al-mal tidak hanya dipahami

sebagai perlindungan terhadap kepemilikan harta secara individual, tetapi

15 Ade Dedi Rohayana, "Maqashid Al-Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Harta
Bersama Pasca Perceraian," A/-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8:2
(2020), hlm. 215-232.

16 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), IV:
2875-2890.
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juga berkaitan dengan terciptanya keadilan ekonomi, perlindungan hak para
pihak, dan terwujudnya kemaslahatan sosial.*” Oleh karena itu, penyelesaian
sengketa harta gono-gini tidak dapat dipahami secara tekstual semata
melalui pembagian formal, melainkan juga harus mempertimbangkan
kontribusi, kondisi sosial, dan dampak putusan terhadap kehidupan para
pihak setelah perceraian.

Pendekatan sistem yang dikemukakan Jasser Auda menempatkan
hukum Islam sebagai sistem yang terbuka dan dinamis. Dalam konteks
sengketa harta bersama, perlindungan terhadap harta harus dipahami secara
menyeluruh dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan
keseimbangan hak antara suami dan istri. Dengan demikian, konsep #ifz al-
mal tidak hanya bertujuan menjaga kepemilikan harta, tetapi juga

memastikan distribusi hak yang proporsional dan berkeadilan.
Metode Penelitian

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki

rumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

17 Fitria Salsabila dan Sholihah Samrotul Ilmi, “Keadilan Sosial sebagai Tujuan Magqasid
Al-Syari’ah dalam Masyarakat Kontemporer” Sharia: Interdisciplinary Explorations in Research
Journal, Vol. 4:1 (2026), him. 44-52.
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penelitian studi pustaka (library research),’® yaitu mengkaji masalah pada
putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dan berupaya untuk
memberikan analisis teori Aristoteles dan analisis teori magasid al-syari‘ah
terhadap putusan tersebut dalam mengatur harta gono-gini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,’® yakni penelitian yang
mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan serta memberikan analisis terhadap
putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014. Sifat deskriptif digunakan
untuk menggambarkan secara sistematis mengenai penyelesaian sengketa harta
gono-gini pasca perceraian, sifat analitis digunakan untuk menganalisis putusan
tersebut melalui perspektif fikih dan yuridis.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis normatif yang berfokus
pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta nilai-nilai
filosofis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.°
Pendekatan filosofis karena menggunakan teori keadilan Aristoteles dan
magqasid al-syari‘ah sebagai pisau analisis untuk menilai apakah putusan
tersebut telah mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Teori keadilan

Aristoteles memberikan kerangka konseptual tentang keadilan distributif dan

18 Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif,
(Semarang: Lembaga Penelitian Sukarno Pressindo, 2019).

19 Syaakirah Fadlillah, “Analisis Deskriptif” Makalah Universitas Jambi, (2025).

20 Hadi Candra dan Pristian Hadi Putra, Konsep dan Teori Pendidikan Karakter:
Pendekatan Filosofis, Normatif, Teoritis dan aplikatif, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).
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korektif, sedangkan magasid al-syari‘ah (khususnya dalam pemikiran Jasser
Auda) menekankan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan
yang lebih luas dan kontekstual.

Pendekatan ini juga bersifat normatif, karena penelitian ini berfokus pada
analisis terhadap putusan pengadilan (Putusan MA No. 82/K/Ag/2014) sebagai
produk hukum. Artinya, yang dikaji adalah norma, kaidah, dan pertimbangan
hukum yang digunakan oleh hakim, bukan perilaku masyarakat secara empiris.

Pendekatan filosofis normatif merupakan cara pandang atau paradigma
yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu
yang berada di balik objek formalnya.?* Dengan kata lain, pendekatan filosofis
normatif adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa dibalik
sesuatu yang tampak.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan

sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.??

a. Data Primer
Data ini merupakan bahan hukum yang bersifat menguatkan, artinya
mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan aturan dasar berupa
peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan objek

penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa

2 Ibid,

22 Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer,
Sekunder, dan Tersier” Edu Research, Vol. 5:3 (2024), hlm. 110-116.
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014, yang dijadikan sebagai
fokus utama dalam kajian penelitian.?
b. Data Sekunder
Data ini yang akan membantu penelitian yang digunakan berupa buku-buku
ulasan oleh para ahli mengenai undang-undang, buku-buku, jurnal ilmiah
yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik
dokumentasi,?* yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen
yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014,
seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan mengenai harta
gono-gini, serta literatur fikih dan kepustakaan hukum keluarga Islam yang
relevan dengan objek penelitian.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif induktif,?®
dengan menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap dokumen
hukum,?¢ literatur fikih, dan sumber-sumber normatif yang relevan dengan

pembahasan sengketa harta gono-gini. Proses analisis dimulai dengan membaca

23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-11 (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 41.

24 Ardiansyah dkk., “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah
Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif” /HSAN. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1:2
(2023), hlm. 1-9.

%5 Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif,
(Semarang: Lembaga Penelitian Sukarno Pressindo, 2019).

26 Bayu Indra Pratama dkk., Metode Analisis Isi (Metode Penelitian Populer Ilmu-Ilmu
Sosial), (Malang: Unisma Press, 2021).
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secara cermat Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 sebagai objek
utama penelitian, kemudian mengidentifikasi pola pertimbangan hukum yang
digunakan oleh majelis hakim.

Tahap awal analisis dimulai dengan membaca secara cermat dan
mendalam putusan tersebut untuk memahami kronologi perkara serta
mengidentifikasi pola dan konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan
oleh majelis hakim. Pembacaan ini bertujuan untuk menemukan dasar
argumentasi hakim dalam memutus sengketa harta gono-gini pasca perceraian,
baik yang bersumber dari hukum positif maupun dari nilai-nilai hukum Islam.
Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema
kajian, meliputi konsep harta gono-gini, ketentuan fikih muamalah, hukum
positif (Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), serta
prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Tahap berikutnya dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hakim
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam, konsep syirkah dalam fikih, teori keadilan Aristoteles, serta teori
magqasid al-syari‘ah. Analisis tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana
putusan tersebut telah sesuai dengan keadilan substantif. Tahap akhir dari
analisis data adalah menarik kesimpulan mengenai relevansi dan implikasi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dalam penyelesaian sengketa
harta gono-gini pasca perceraian, khususnya sebagai rujukan dalam praktik

peradilan agama.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini, sistematika pembahasan adalah deskripsi tentang alur
penulisan skripsi yang disusun secara logis dan sistematis. Sistematika ini
menjelaskan struktur bagian-bagian penelitian yang mencerminkan langkah penulis
dalam menyelesaikan kajian skripsi.?’ Adapun sistematika pembahasan dalam
skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab pertama terdapat pendahuluan yang berisi tentang
latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan konteks kajian, rumusan
masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, telaah
pustaka sebagai kajian awal terhadap penelitian terdahulu, kerangka teoretik yang
digunakan sebagai dasar analisis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab ini berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pokok permasalahan yang
diteliti, landasan teoritis yang digunakan, serta metode yang dipakai dalam
penelitian ini.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan umum mengenai perceraian, harta
gono-gini, dan penyelesaian sengketa harta gono-gini. Bab ini menguraikan
konsep-konsep umum mengenai perceraian, harta gono-gini, dan penyelesaian
sengketa harta bersama yang menjadi dasar dalam menganalisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 yang menjadi objek penelitian.

Bab Ketiga, mengkaji tentang penyelesaian sengketa harta gono-gini terhadap

Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014. Bab ini menjelaskan tentang

27 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2021).
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kronologi perkara putusan tersebut serta posisi para pihak dalam hukum perdata,
kemudian menjelaskan tentang amar putusan nya, dan pertimbangan dasar hukum
hakim Mahkamah Agung tentang sengketa harta gono-gini yang tampak dalam
kasus tersebut.

Bab Keempat, merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mendalam
terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 dalam konteks
penyelesaian sengketa harta gono-gini. Bab ini menguraikan bagaimana teori
keadilan Aristoteles dan teori magasid al-syari‘ah diterapkan dalam menganalisis
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama.

Bab Kelima, bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum penelitian dari
keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan, baik dari dasar dan pertimbangan
hukum hakim Mahkamah Agung terhadap Putusan Nomor 82 K/Ag/2014, atau pun
dari analisis teori keadilan Aristoteles dam analisis teori magqasid al-syari‘ah
terhadap putusan tersebut. Bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak-
pihak terkait, seperti Lembaga Peradilan (Hakim), praktisi hukum, dan peneliti
selanjutnya, sebagai bentuk rekomendasi yang dapat digunakan untuk
pengembangan kajian maupun praktik penyelesaian sengketa harta gono-gini di

kemudian hari.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah yang pertama, dapat
disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 82 K/Ag/2014
tidak hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi juga menilai kembali
pertimbangan hukum pada tingkat sebelumnya. Mahkamah Agung
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta karena dinilai
keliru dalam menilai alat bukti dan status objek sengketa sebagai harta
bersama, serta menguatkan pertimbangan Pengadilan Agama Sleman yang
lebih sesuai dengan fakta persidangan. Putusan ini menunjukkan upaya
Mahkamah Agung dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan
perlindungan hak para pihak dalam sengketa harta gono-gini pasca perceraian.

2. Berdasarkan hasil pembahasan rumusan masalah yang kedua, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 82 K/Ag/2014 mencerminkan penerapan keadilan
korektif dalam teori keadilan Aristoteles melalui koreksi terhadap kekeliruan
putusan sebelumnya. Namun, dari aspek keadilan distributif, pembagian harta
bersama secara sama rata masih menunjukkan pendekatan keadilan formal
karena belum mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak secara
proporsional. Sementara itu, dalam perspektif magqasid al-syari‘ah Jasser

Auda, putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap #ifz al-mal
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melalui pengakuan hak atas harta bersama, meskipun aspek kemaslahatan yang
berkaitan dengan proporsionalitas kontribusi para pihak belum sepenuhnya

terakomodasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertama, bagi pembaca khususnya pasangan suami istri, diharapkan memiliki
pemahaman yang lebih baik mengenai konsep harta gono-gini serta hak dan
kewajiban masing-masing dalam perkawinan, serta mempertimbangkan
adanya perjanjian perkawinan guna menghindari sengketa di kemudian hari.

2. Kedua, bagi Lembaga peradilan (Hakim), diharapkan agar dalam memutus
perkara sengketa harta gono-gini tidak hanya berpedoman pada ketentuan
normatif pembagian secara sama rata, tetapi juga mempertimbangkan aspek
keadilan substantif dengan melihat kontribusi masing-masing pihak selama
perkawinan, baik kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi.

3. Ketiga, bagi praktisi hukum, diharapkan untuk mengedepankan penyelesaian
sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah sebelum
menempuh jalur pengadilan, guna mencapai penyelesaian yang lebih efektif
dan berkeadilan.

4. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian
ini dengan pendekatan empiris atau socio-legal untuk melihat secara langsung
praktik penyelesaian sengketa harta gono-gini di masyarakat serta dampak

putusan pengadilan terhadap para pihak.
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